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Kepada 

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

di. 

Jakarta 

SURAT EDARAN 

NOMOR 40/SE/2017 

TENTANG 

PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSIS 
UNTUK 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2017 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 290 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, diminta agar Saudara segera menyampaikan Laporan Realisasi 
Semester Pertama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 
Anggaran 2017 dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dalam bentuk hardcopy dan softcopy 
kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta u.p. Bidang Akuntansi untuk dijadikan 1 (satu) laporan pada • tingkat Provinsi 
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, paling lambat tanggal 
11 Juli 2017. 

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 
penuh tanggung jawab. 
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Sekretans.Derah Provinsi Daerah Khusus 
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r, 

, 	Saefullah 
- 	NI P196402111984031002 

Tembusan : 

1. Gubemur Provinsi DKI Jakarta 
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta 



Saefullah 
NlPf964O21  

Lampiran I : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi 
DKI Jakarta 

Nomor 	40/sE/2017 
Tanggal 5 Juli 2017 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
NAMA SKPD 	  

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 
6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2017 

No. 
Urut Uraian Jumlah 

Anggaran 
Realisasi 
Semester 
Pertama 

Sisa 
Anggaran Prognosis Keterangan 

1 2 3 4 5 = 3-4 6 7 
1 Pendapatan 

1.1 Pendapatan Asli Daerah 
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 
1.1.3 Pendapatan 	Hasil 	Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah 
Jumlah Pendapatan (a) 

2 Belanja 

2.1 Belanja Operasi 
2.1.1 Belanja Pegawai 
2.1.2 Belanja Barang 

2.2 Belanja Modal 
2.2.1 Belanja Tanah 
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 
•2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
2.2.5 Belanja Aset,Tetap Lainnya 
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 

	 Jumlah Belanja (b) 
Surplus/(Defisit) = (a-b) 

Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran, 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 
NIP 	  

Sekr-etaris.Daerah Provinsi Daerah Khusus 
.? kota Jakarta, 



Skr-etarTS;Daprah Provinsi Daerah Khusus 
lbu 	 ta Jakarta, 

Saefullah 
NIF' 1-96402111984031002 

Lampiran II : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi 
DKI Jakarta 

Nomor 	40/SE/2017 
Tanggal 5 Juli 2017 

CARA PENGISIAN LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSIS 
UNTUK 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2017 

1. Pos Pendapatan hanya diisi oleh SKPD yang memiliki pendapatan. 

2. Kolom Jumlah Anggaran (Kolom 3) merupakan Jumlah Anggaran SKPD Tahun Anggaran 
2017 sebelum perubahan. 

3. Kolom Realisasi Semester Pertama (Kolom 4) merupakan realisasi SP2D LS dan 
Realisasi SPJ UP/GU/TU Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 
(semester 1). 

4. Kolom Sisa Anggaran (Kolom 5) merupakan Jumlah Anggaran (Kolom 3) dikurangi 
Realisasi Semester Pertama (Kolom 4). 

5. Kolom Prognosis (Kolom 6) merupakan perkiraan penyerapan atas sisa anggaran s.d. 30 
Juni 2017 yang akan digunakan sampai dengan akhir tahun, diisi dalam jumlah rupiah 
bukan persentase. 

Misalkan sisa anggaran di Kolom 5 tercatat sebesar Rp2.500.000,00 maka prognosis di 
Kolom 6 tidak boleh melebihi Rp2.500.000,00. Jika sisa belanja di Semester Kedua 
diperkirakan akan terserap semua maka prognosis di Kolom 6 akan tercatat 
Rp2.500.000,00. Namun jika ada kegiatan yang diperkirakan tidak terserap di Semester 
Kedua, maka prognosis di Kolom 6 akan tercatat lebih kecil dari Rp2.500.000,00. 
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